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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN  

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pegawai 

negeri sipil perihal pemberhentian, diperlukan 

pengaturan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil 

yang efektif dan akuntabel; 

b. bahwa untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan 

pemberhentian pegawai negeri sipil, perlu didukung 

adanya petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri 

sipil; 

c. bahwa untuk memberikan dasar dan landasan dalam 

pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil, 

diperlukan peraturan mengenai petunjuk teknis 

pemberhentian pegawai negeri sipil; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 189); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 
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2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS 

dalam suatu satuan organisasi. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 

adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 

pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

6. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada 

instansi pemerintah. 

7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen ASN di 

Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

9. Intansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural.  

11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 
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12. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah 

pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan 

statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu. 

13. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus 

diberhentikan dengan hormat dari PNS. 

14. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah 

keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka 

waktu tertentu. 

15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan 

Jabatan.  

16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat 

BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pembinaan dan 

menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam 

Peraturan Badan ini meliputi: 

a. jenis pemberhentian PNS; 

b. pelaksanaan pemberhentian PNS; 

c. penyampaian keputusan pemberhentian; 

d. pemberhentian sementara; 

e. pengaktifan kembali; 

f.  kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara, 

dan pengaktifan kembali; 

g. hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan; dan 

h. uang tunggu dan uang pengabdian. 

 

BAB II 

JENIS PEMBERHENTIAN PNS 

 

Pasal 3 

Jenis pemberhentian terdiri atas: 

a. pemberhentian atas permintaan sendiri; 

b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun; 
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c. pemberhentian karena perampingan organisasi atau 

kebijakan pemerintah; 

d. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau 

rohani;  

e. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau 

hilang; 

f. pemberhentian karena melakukan tindak 

pidana/penyelewengan; 

g. pemberhentian karena pelanggaran disiplin; 

h. pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan 

menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, 

dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil 

ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur 

dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil 

bupati/wakil walikota; 

i. pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau 

pengurus partai politik; dan 

j. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai 

pejabat negara. 

 

Pasal 4 

Selain jenis pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, terdapat Pemberhentian Karena Hal Lain, antara lain 

sebagai berikut: 

a. tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar 

tanggungan negara; 

b. PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar 

tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak 

dapat disalurkan;  

c. terbukti menggunakan ijazah palsu; 

d. tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar; 

e. PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk 

diangkat kembali dalam jabatan; 

f.  pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai 

komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan 

g. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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